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DAFTAR ISI

No | Media Tanggal News Title Resume
Proveksi Biava Awal Menteri PUPR Basuki Hadimulyono
1 Media Indonesia | Kamis, 29 Infr?;struktu:/R 865 memproyeksikan biaya awal yang dibutuhkan
(Halaman 1) Agustus 2019 Miliar P untuk membangun infrastruktur dasar ibukota
negara di Kalimantan mencapai Rp865 Miliar.
Koran Tempo . Jaringan Transportasi Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR,
(Halaman Kamis, 29 . .
2 S Calon Ibukota Mulai Sugiyartanto, mengatakan ada peluang
Ekonomi Bisnis Agustus 2019 . . . .
3) Dibenahi pengembangan jalan tol di Kalimantan.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan
Koran Tempo . . kementeriannya membutuhkan dana Rp 865
. Kajian Pemindahan s .
3 (Halaman Kamis, 29 Ibukota Berlanesun miliar untuk mengawali pembangunan
Ekonomi Bisnis Agustus 2019 hingea 2020 gsung infrastruktur dasar ibukota baru. Namun dana itu
4) g8 belum masuk pagu kebutuhan Kementerian
PUPR hingga 2020.
Kompas Kamis, 29 Badan Otorita Ik?ukota negara- yang baru akan dl_slapkan,
4 . dibangun dan dikelola oleh badan otorita yang
(Halaman 1) Agustus 2019 Diusulkan . .
bertanggung jawab kepada Presiden.
' Pemindahan Ibukota: D|kalf'angan warga Kecamata.n Sepaku, Kabupaten
5 Kompas Kamis, 29 Harapan Bersemi di Penajam Paser Utara, Kaltim belum ada yang
(Halaman 1) Agustus 2019 Se aIF:u tahu bahwa di sanalah kompleks pemerintahan
P negara nantinya akan dibangun.
Kompas Kamis, 29 Menyiasati Harga. !(elompok masya'rakat dengan penghasﬂan tak
6 Rumah yang Makin jauh di atas Rp 7 juta perbulan dihadapkan pada
(Halaman 1) Agustus 2019 L - . .
Tinggi masalah kesulitan membeli hunian.
Kompas . Kutai Kartanegara Dengan karakteristik wilayah pegunungan di sisi
Kamis, 29 .. . S .
7 | (Halaman Kondisi Terkini Calon utara dan pesisir di selatan, Kutai Kartanegara
Agustus 2019 e s .
Jendela A) Ibukota memiliki nilai strategis.
. Hamparan lahan hhutan tanaman industri yang
K K 2
8 (:;Taprzin 13) Aa:;';’m 3019 Berita Foto dikelola PT ICI Hutani Manunggal di Kecamatan
& Sepaku, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kaltim.
Untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu
9 Kompas Kamis, 29 Tol Cipali Dibenahi lintas, pengelola tol ruas Cikopo-Palimanan
(Halaman 12) Agustus 2019 Lagi memasang beberapa rambu dan pembatas
median jalan sepanjnang 18 km di 16 lokasi.
Bisnis Indonesia | Kamis. 29 PUPR Ajukan Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan
10 ! Tambahan 150.000 150.000 unit pembiayaan tersebut ke Menteri
(Halaman 23) Agustus 2019 .
Unit Keuangan.
Provinsi Kaltim selama ini memang masih
Bisnis Indonesia | Kamis, 29 Saa.tnya Memacu . menghadapi tantangan dalam menarik investasi
11 Pariwisata di Bumi langsung untuk mendorong pertumbuhan
(Halaman 8) Agustus 2019 > o . .
Etam ekonomi yang lebih tinggi secara inklusif dan
berkelanjutan.
Bisnis Indonesia | Kamis, 29 . Menterl BUMN meninjau Tol Kayu Agung di Ogan
12 Berita Foto Komering llir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa
(Halaman 7) Agustus 2019
(27/8).
Wajah Shinta sumringan ketika Menteri BUMN
- . . Susur Trans Sumatra: . . . .
Bisnis Indonesia Kamis, 29 . mengunjungi tempatnya di Rest Area KM 87 di
13 Denyut Ekonomi yang .
(Halaman 7) Agustus 2019 . Jalan Tol Trans Sumatra ruas tol Terbanggi Besar-
Kian Menggebu
Pematang Panggang.
Polemik  paling  krusial terkait dengan
14 Bisnis Indonesia | Kamis, 29 Potensi Disorientasi pemindahan ibukota sebenarnya bukan terletak
(Halaman 2) Agustus 2019 Pemindahan Ibukota pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana
tersebut.
Operator jalan tol Cikopo-Palimanan, PT Lintas
15 Bisnis Indonesia | Kamis, 29 Konstruksi ke Kertajati | Marga Sedaya memperkirakan konstruksi jalan
(Halaman 7) Agustus 2019 Mulai Awal 2020 tol ekstensi ke Bandara Internasional Jawa Barat

di Kertajadi bisa dimulai pada Januari 2020.




Meski Presiden Jokowi sudah menjelaskan alasan

Kompas “Behind The Scene
P Kamis, 29 . pemindahan ibukota negara, tak banyak yang
16 | (Halaman Pemnindahan . . .
Agustus 2019 ” tahu alasan-alasan di balik layar kebijakan
Jendela D) Ibukota tersebut




Judul Proyeksi Biaya Awal Infrastruktur Tanggal Kamis, 29 Agustus
Rp865 Miliar 2019
Media Media Indonesia (Halaman 1)
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memproyeksikan biaya awal yang
Resume dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dasar ibukota negara di Kalimantan
mencapai Rp865 Miliar.

IBU KOTA BARU

Proyeksi Biaya Awal Infrastruktur Rp865 Miliar

MENTERI Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki
Hadimuljono memproyeksikan
biaya awal yang dibutuhkan untuk
membangun infrastruktur dasar ibu
kota negara di Kalimantan mencapai
Rp&65 miliar.

Secara terperinci, jumlah itu di-
bagi menjadi tiga bagian, yaitu jalan
dan jembatan Rp500 miliar, sumber
daya air Rp175 miliar, dan permu-
kiman Rp190 miliar,

Kendati demikian, Basuki menye-
but anggaran itu belum akan dima-
sukkan ke Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) 2020.

“Angka itu adalah vang muka.

Jadi, masih akan dioptimalisasi, be-
lum perlu ditambahkan sekarang,”
ujar Basuki di gedung parlemen,
Jakarta, kemarin.

Paling cepat, imbuh Basuki, perm-
bangunan fisik infrastrukiur dasar
seperti jalan, air bersih, dan sanitasi
bisa dilakukan pertengahan 2020.

Karena itu, ia mengatakan renca-
natapak harus sudah rampung pada
akhir 2019, Kendati target-target su-
dah dicanangkan, ia menekankan pe-
merintah akan menunggu landasan
hukum berupa undang-undang ten-
tang ibu kota disahkan DPR.

Meski aturan tersebut tidak bisa
rampung tepat wakiu, ia menyebut
halitu tidak akan menjadi masalah.

“Ini kan untuk masa depan, 50 sam-
pai 100 tahun ke depan. Jadi, jangan
Erusa-grusy,” tuturnya.

Pada bagian lain, Menteri Ling-
kungan Hidup dan Kehutanan (LHE)
Siti Nurbaya mengatakan pemerin-
tah tetap akan mengedepankan
aspek lingkungan dalam pemba-
ngunan ibu kota baru kelak.

Kementerian LHK, kata Siti, akan
menyiapkan tim untuk melakukan
kajian lingkungan hidup strategis
(KLHS) di wilayah calon ibu kota
baru tersebut.

“KLHS kami targetkan bisa disele-
saikan dalam jangka waktu dua bu-
lan ini,” kata Siti, kemarin.

Pada kesempatan berbeda, pihak

Istana membantah adanya kesepa-
katan antara Presiden Joko Widodo
dan Ketua Umum Partai Gerindra
Prabowo Subianto dalam pemindah-
an ibu kota negara ke Kalimantan,

Staf Khusus Presiden Bidang Ko-
munikasi, Adita Irawati, menyebut
tudingan tersebut tidak berdasar.
Pemilihan ibu kota untuk dipindah-
kan ke sebagian wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara dan Kutai Kar-
tanegara, kata Adita, mengacu pada
hasil kajian pemerintah.

“Lokasi itu hasil serangkaian
kajian mendalam berbagai aspek
yang sudah dilakukan Bappenas
dan kementerian lain,” kata Adita,
kemarin. (Pra/Dhk/Mal/X-6)



Jaringan Transportasi Calon

Judul Ibukota Mulai Dibenahi

Kamis, 29 Agustus

Tanggal 2019

Media

Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 3)

Resume

Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, mengatakan ada
peluang pengembangan jalan tol di Kalimantan.

EXOMOMI DAN BISHIS

Jaringan Transportasi Calon Ibu Kota Mulai

Dibenahi

Bandar udars, rel, dan jalsn tol mendukung konektivitas pusat pemerintshan.

JAKARTA - Badan usaha milik negara di sektor transportasi mulai membenahi
jaringan konektivitas di kawasan calon ibu kota baru. PT Angkasa Pura I
(Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), misalnya, menambah kapasitas
bandar udara dengan pertimbangan proyeksi kenaikan volume penumpang di
Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan
pemindahan ibu kota bisa mendongkrak penumpang di Bandara Sultan Aji
Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kota Balikpapan, dari 6 juta menjadi 10 juta
orang per tahun. "Terminalnya luas dan masih bisa dimaksimalkan,” kata dia
kepada Tempo, kemarin

Senin lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan pusat pemerintahan akan
dipindahkan dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Area ini dianggap memiliki
kelebihan, seperti minim risiko bencana dan mampu mendorong perekonomian

kawasan di sekitarnya, seperti Balikpapan dan Samarinda.

Bandara Sepinggan hanva berjarak 45 kilometer dari lokasi ibu kota baru.
Menurut Handy, bandara ini sudah memiliki terminal penumpang seluas 110 ribu
meter persegi. hanggar khusus, dan 18 spot parkir pesawat. Bandara ini juga

menjadi embarkasi jamaah haji.

Tak hanya membenahi Bandara Sepinggan, Angkasa Pura I juga akan mengambil
alih Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda, yang selama ini
dikelola Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan. Dengan skema kerja
sama pengelolaan (KSP), kata Handy, pengambilalihan akan berjalan setelah alih
kelola Bandara Sentani di Papua selesai. "Bila benar 1.5 juta aparatur sipil pindah
ke Kalimantan, tentu jadi stimulus untuk mendorong kinerja bandara kami.”
Presiden Direktur Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, mengatakan akan
mengintegrasikan pengelolaan Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya
(Kalimantan Tengah) dan Bandara Supadio di Pontianak (Kalimantan Barat).
"Konsep multi-airport system yang menyelaraskan rute akan sangat membantu
pengembangan ibu kota baru,” ujar dia.

Angkasa Pura II menganggarkan Rp 480 miliar untuk pembangunan terminal
baru di Bandara Tjilik Riwut. Perseroan juga sedang memperpanjang landasan
pacu Bandara Supadio hingga 2.600 meter. "Kami mengupayakan lebih banyak
penerbangan dari dan ke Kalimantan.”

Minim Pemakaian Uang Negara

pemindahan ibu kota. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi pun tidak
dibiayai anggaran negara.

Skema Pembiayaan Ibu Kota
(Data 21 Agustus 2019)

P EMBIAYAAN melalui skema kemitraan dan investasi swasta menjadi penopang utama

Kebutuhan dana:

Rp 485,2 triliun
| |

1. ANGGARAN NEGARA:

2. KERJA SAMA PEMERINTAH 3. SWA%
DAN BADAN USAHA (KPBU): Rp 127,3 triliun
SRS Rp 265,2 triliun
Sasaran: Sasaran: Sasaran:
- Infrastruktur layanan dasar - Gedung eksekutif, legisiatif, - Perumahan umum
- Istana, bangunan strategis, yudikatif - Perguruan tinggl
bangunan TNI/Polri - Infrastruktur utama . Sc:e_nce rechnoparlcl )
- Rumah dinas aparatur sipil (melengkapi yang dipenuhi - Peningkatan konektivitas,
negara dan TNI/Polri APBN) seperti bandara, pelabuhan,
- Pengadaan lahan - Sarana pendidikan dan dan jalan tol
- Ruang terbuka hijau kesehatan - Tambahan sarana
- Pangkalan militer - Museum, lembaga kesehatan
pemasyarakatan - Shopping mall
- Sarana dan prasarana - Pengembangan pusat
penunjang lain meeting, incentive,

conference, exhibition (MICE)
@ YOHANES PASKALIS PAE DALE | SUMBER: BAPPENAS

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan
pengembangan transportasi publik berbasis rel cocok untuk ibu kota baru. Kepala
Seksi Pengembangan Jaringan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian
Perhubungan, Awang Meindra, mengatakan wilayah itu dilintasi dua proyek rel
kereta api, yaitu rute Tanjung-Tanah Grogot-Karang Joang di Kota Balikpapan,
serta rel lintas Balikpapan-Samarinda. "Ada studi kelayakan dan rancangan
dasarnya, tapi saya belum bisa memprediksi kapan konstruksi mulai dibangun,”

ucap Awang, kemarin

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan,
Sugiyartanto, mengatakan ada peluang pengembangan jalan tol di Kalimantan.
Kementerian PUPR mencatat ada potensi pengembangan 1.117,8 kilometer jalan
tol di wilayah tersebut, tapi baru satu proyek yang digarap, vakni jalan tol
Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km. "Sudah ada pengajuan pembangunan
ruas tol Pontianak-Singkawang,” kata dia.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, mengatakan sedang
menunggu tender proyek jalan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sepanjang 7,3
kilometer. Proyek itu masih berada dalam tahap pra-kualifikasi hingga akhir

2019. "Kami punya keunggulan sebagai pemrakarsa.”

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS PAE DALE



Kajian Pemindahan Ibukota Kamis, 29 Agustus
Judul . Tanggal

Berlangsung hingga 2020 2019

Media Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 4)
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan kementeriannya membutuhkan
dana Rp 865 miliar untuk mengawali pembangunan infrastruktur dasar ibukota

Resume . . .
baru. Namun dana itu belum masuk pagu kebutuhan Kementerian PUPR hingga
2020.

EKDOMOMI DAN BISMIS

Kajian Pemindahan Ibu Kota Berlangsung hingga

2020

Terder urmtuk studi kelayakan masih dibuka

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih
menggarap berbagai kajian mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke
Kalimantan Timur Staf Ahli Kepala Bappenas sekaligus Ketua Tim Kajian
Pemindahan Ibu Kota, Imron Bulkin, mengatakan kajian perencanaan besar akan
rampung paling cepat akhir tahun depan. "Setelah kajian awal, ada penekanan
yang lebih teknis dan mendetail.” ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Merujuk pada kerangka waktu pemindahan ibu kota yang disusun Bappenas,
penvusunan kajian dimulai pada 2017 Tahun depan, prosesnya berlanjut ke tahap
penyiapan regulasi hingga perencanaan kawasan.

Imron mengatakan lembaganva mengalokasikan dana Rp 24,9 miliar untuk tender
paket studi tatanan kota. Tender tersebut dipublikasikan di situs Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), vang masuk rencana
anggaran Bappenas 2019. "Masih banyak studi perencanaan, misalnya soal detail
engineering design (DED) serta master plan,” ucapnya, tanpa merinci alokasi dana
untuk perencanaan lanjutan.

Senin lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan sebuah wilayah di Kalimantan
Timur sebagai calon lokasi ibu kota baru. Meski koordinatnya belum dirinei,
pusat pemerintahan akan berdiri di wilavah di antara dua kabupaten, yaitu Kutai
Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan ibu kota diklaim bisa
membawa pemerataan ekonomi, termasuk mendongkrak perturnbuhan ekonomi
nasional hingga 0,1-0,2 persen.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata,
memastikan pemilihan lokasi dipertimbangkan secara matang. Menurut dia,
berdasarkan kajian, terdapat sembilan kriteria penilaian, dari ketersediaan lahan
hingga aspek pertahanan. Hasilnya, terdapat tujuh poin yang membuat pilihan
negara mengerucut ke Kalimantan Timur. "Kami punya berbagai variabel.

Bagaimana dampaknya ke wilayah setempat dan kepada nasional,” tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono
mengatakan kementeriannya membutuhkan dana Rp 865 miliar untuk mengawali
pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru. Namun dana itu belum masuk
pagu kebutuhan Kementerian PUPR hingga 2020.

"Itu ‘uang muka’ yang kami hitung untuk prasarana dasar. Belum ditambah dalam
pagu sekarang karena akan dioptimalkan lagi,” kata dia dalam rapat kerja
bersama Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, kemarin.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidavat Sumadilaga,
mengatakan sedang mengajukan anggaran studi perencanaan infrastruktur dasar.
Dana Rp 90 miliar dialokasikan untuk sejumlah studi terkait dengan
permukiman, salah satunya ihwal tata bangun lingkungan seluas 40 ribu hektare.
"Kami sedang menyiapkan desainnya,” ujarnya.

Anggota Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Harvo
Soekartono, menyoroti belum adanya alokasi dana ibu kota baru dalam rencana
keuangan Kementerian PUPR tahun depan. Padahal, kata dia, nilainva mencapai
Rp 120,2 triliun. "Pembangunan kota baru ini jadi seperti wacana saja, harusnya
mulai serius,” kata dia.

YOHANES PASKALIS PAE DALE



Judul

Badan Otorita Diusulkan

Tanggal

2019

Kamis, 29 Agustus

Media

Kompas (Halaman 1)

Resume

Ibukota negara yang baru akan disiapkan, dibangun dan dikelola oleh badan
otorita yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Otorita Diusulkan

Ibu kota negara vang baru akan disiapkan, dibangun, dan dikelola oleh badan otorita vang
bertanggung jawab kepada Presiden. Masukan publik tetap dibutuhkan dalam rencana ini.

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer sedang
dibangun, Rabu (28/8/2019), dan ditargetkan selesai akhir 2019.
Jalan tol ini akan memudahkan akses menuju calon ibu kota RI
di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah
berencana membentuk badan
otorita yang bertugas memper-
siapkan, membangun, hingga
mengoperasikan ibu kota ne-
gara yang baru di Kalimantan
Timur. Berbagai hal terkait ba-
dan otorita ini akan dituangkan
dalam rancangan undang-un-
dang tentang ibu kota negara
yang barw.

Pemerintah akan menyerah-
kan sejumlah rancangan un-
dang-undang (RUU) yang di-
butuhkan untuk memindahkan
ibu kota negara kepada DPR
pada akhir tahun ini. Dengan
demikian, ditargetkan, payung
hukum untuk pemindahan ibu
kota dari Jakarta tersebut dapat
selesai dibahas pada 2020.

DPR menargetkan. pemba-
hasan regulasi terkait pemin-
dahan ibu kota akan dilakukan
setelah DPR periode 2019-2024
dilantik pada Oktober 2019

Sebelum membahas sejum-
lah RUU terkait pemindahan
ibu kota, DPR akan mengkaji
dahulu berbagai aspek terkait
pemindahan ibu kota Guna
mendukung hal itu, DPR telah
membentuk tim kajian teknis
pemindahan ibu kota yang ber-
ada di bawah Badan Keahlian
Dewan.

Di saat pembahasan regulasi
terkait pemindahan ibu kota
negara masih dipersiapl ta-

nah di perbatasan Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Kabu-
paten Penajam Paser Utara,
Kaltim, sudah diincar oleh se-
Jjumlah orang dan harganya mu-
lai melonjak naik. Harga tanah
di daerah itu, yang sebelumnya
Rp 35 juta per hektar, kini men-
jadi Rp 100 juta per hektar,
bahkan lebih.

Kondisi ini memunculkan
kekhawatiran terjadinya pe-
rampasan hak orang lain atau
pembuatan data lahan palsu di
daerah itu. Namun, sampai saat
ini belum ada arahan yang cu-
kup jelas dari pemerintah dae-
rah setempat untuk mengatasi
kemungkinan buruk itu.

Kajian Bappenas

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bap-
penas) Bambang PS Brodjo-
negoro dalam kunjungan ke

(Bersambung ke him 15 kol 1-2)
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Badan Otorita Diusulkan

[Sambungan dari halaman 1)

kantor harian Kompas di Ja-
karta, Rabu (28/8/2019), me-
ngatakan, dalam RUU ibu kota
negara yang baru akan disebut
tentang badan otorita yang ber-
tanggung jawab langsung ke-
pada Presiden.

Badan otorita ini tak hanya
bertanggung jawab dalam per-
siapan pembangunan hingga
pengelolaan ibu kota negara
vang baru. Mengacu kajian Bap-
penas, badan itu juga berwe-
nang mengelola dana investasi
pembangunan ibu kata baru
dan melakukan kerja sama de-
ngan badan usaha milik negara
dan swasta melalui skema kerja
sama pemerintah dan badan
usaha (KPBU). Badan otorita
Jjuga berwenang mengelola aset
investasi di kawasan ibu kota
negara baru dan menyewakan
aset tersebut kepada instansi
pemerintah dan pihak ketiga

“"Untuk setiap KPBU, pe-
nanggung jawab proyek kerja
sama dari pemerintah cukup
satu saja, yaitu badan otorita,”
jelas Bambang,

Wakil Ketua DPR dari Fraksi
Partal Gerindra Fadli Zon me-
ngatakan, persiapan pemindah-
an ibu kota butuh kajian yang
matang. “Ini bukan persoalan
sederhana memindahkan ru-
mah atau satu-dua properti,
melainkan memindahkan selu-
ruh memori kolektif bangsa
ini,” ujarnya.

Saat ini, kajian teknis dari
pemerintah yang diteruskan ke
DPR baru dalam bentuk po-
in-poin singkat dan tidak ter-
perinci. "Kami belum lihat ba-
gaimana peta jalan dari peme-
rintah karena yang kami terima
baru dalam bentuk Power Point
sederhana,” tutur Fadli.

Terkait hal itu, Gubernur Ja-
wa Barat Ridwan Kamil me-
ngemukakan, masukan dari
publik harus didengar agar pe-
mindahan ibu kota negara ber-
hasil dengan baik. "Saya ingin
agar cita-cita yang luar biasa ini
berhasil. karena ada ibu kota
baru Brasil, Brasilia, setelah 50
tahun dicap sebagai ibu kota
vang tidak berhasil oleh Har-
vard University. Saya meng-
ingatkan saja agar kita meren-

canakan jauh lebih matang dan
lebih baik. Masukan dari ma-
syarakat juga harus diterima,”
tuturnya.

Pengamat kebijakan publik
Agus Pambagio mengungkap-
kan, ada sejumlah hal yang ma-
sih perlu dijelaskan dengan le-
bih detail kepada publik terkait
rencana pemindahan ibu kota
negara. Hal itu misalnya terkait
bagaimana mencegah terjadi-
nya korupsi dalam pembiayaan
pembangunan ibu kota yang ba-
ru, yang diperkirakan menelan
dana Rp 466 triliun. "Menurut
beberapa data, korupsi bisa
mencapal 30 persen. Itu bisa
menjadi bancakan DPR, peme-
rintah, dan pengusaha,” kata-
nya.

Sekjen Aliansi Masyarakat
Adat Nusantara (AMAN) Rukka
Sombolinggi khawatir jika se-
bagian besar pembiayaan pem-
bangunan ibu kota negara dari
pihzk luar. “Ini urusan ibu kota
negara, justru harus dari APBN
yang membiayal,” ujarnya.
Arahan

Camat Sepaku, Penajam Pa-
ser Utara, Risman Abdul meng-
imbau kepada pemerintah desa
agar tidak memproses jual-beli
tanah sampai ada arahan khu-
sus dari gubernur atau bupati.
"Sebab, kepala desa sudah ba-
nyak ditanya terkait keterse-
diaan lahan dan harga lahan”
kata Risman.

Tanah di Sepaku banyak di-
cari karena daerah itu diyakini
sebagai bakal menjadi pusat ibu
kota negara yang baru.

Kepala Biro Hukum Sekre-
tariat Provinsi Kaltim Suroto
mengatakan, pihaknya belum
mengadakan pertemuan untuk
mengamankan  lahan  dan
menghindari adanya spekulan
tanzh di lokasi yang akan di-
bangun menjadi ibu kota negara
baru. "Nanti hal itu akan kami
koordinasikan dengan BPN dan
perangkat daerah terkait,” ka-
tanya.

Menurut Suroto, dirinya ba-
ru akan berkoordinasi dengan
pemerintah pusat terkait pro-
duk hukum apa yang perlu di-
siapkan pemerintah daerah.

(LAS/REK/NTA/AGE/DVD/
ISW/BRO/CIP)



Judul Pemindahan Ibukota: Harapan Tanggal Kamis, 29 Agustus
Bersemi di Sepaku 2019
Media Kompas (Halaman 1)
Dikalangan warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim
Resume belum ada yang tahu bahwa di sanalah kompleks pemerintahan negara
nantinya akan dibangun.

PEMINDAHAN IBU KOTA

Harapan Bersemi di Sepaku

i kalangan warga Ke-
Dcama[:m Sepaku, Ka-

bupaten Penajam Pa-
ser Utara, Kalimantan Timur,
belum ada yang tahu bahwa
di sanalah kompleks peme-
rintahan negara nantinya
akan dibangun. Meski begitu,
harapan baru bersemi.

Begitu pula warga di Ke-
camatan Samboja, Kabupaten
Kutai Kartanegara, yang pu-
nya harapan lebih sejahtera.

Setidaknya, ada perbaikan in-
frastruktur, seperti jalan. Dua
kecamatan itu bersebelahan.
"Saya berharap dengan ke-
pindahan ibu kota ke sini, ke-
hidupan kami lebih baik
lagi,” ujar Tarno (50), petugas
Linmas Desa Suko Mulyo,
Sepaku, Rabu (28/8/2019).
Siang itu ia sedang me-
nonton Pergelaran Seni Tari
Tawang Alun di lapangan se-
berang Kantor Desa Suko

Mulyo di Kilometer 26 Jalan
Raya Sambaoja-Sepaku. Pen-
duduk Sepaku memang se-
bagian besar transmigran asal
Jawa tahun 1975

Suasana hati Tarno cam-
pur aduk. Ada senang, ada
cemas. Yang jelas, rencana

[Bersambung ke him 15 kol 3-7)

u ik kompas.id/ibukotabary

Harapan Bersemi di Sepaku

[Sambungan dari halaman 1)

pemindahan ibu kota jadi to-
pik perbincangan hangat de-
ngan siapa saja ia bertemu.
“Saya yakin kami juga akan
kebagian rezeki. Semoga akan
merasakan kemajuan, misalnya
jalan di sini yang banyak bo-
long pasti bakal mulus,” ujar
Tarmudji (53), warga Sepaku.
Di Sepaku, dari satu desa ke
desa lain dihubungkan jalan
aspal berlubang-lubang. Lam-
pu penerang jalan umum di
Jalan Raya Samboja-Sepaku
pun sebagian padam. Gelap
gulita pada malam hari.
Camat Sepaku Risman Ab-
dul mengungkapkan, luas wi-
layahnya hampir 117.300 hek-
tar, yang dihuni 36.400 jiwa di
11 desa dan 4 kelurahan. Dari

117.300 hektar itw, 30.000 hek-
tar milik 15.000 keluarga prog-
ram transmigrasi tahun 1975
dari Jawa.

Di luar 30.000 hektar itu
adalah tanah negara, yang an-
tara lain dikelola perusahaan
swasta kehutanan dan pertam-
bangan. “Sebelum ada trans-
migran, wilayah Sepaku hutan
belantara. Ada kampung-kam-
pung kecil orang Paser yang
berkembang jadi kelurahan
atau desa yang berbaur dengan
pendatang,” kata Risman.

Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Kepala
Bappenas Bambang Permadi
Soemantri Brodjonegoro me-
ngatakan, komposisi penduduk
Kaltim yang beragam menjadi
salah satu pertimbangan ibu
kota negara dipindahkan ke

daerah itu. Selain Jawa, ada
warga Bugis, Banjar, dan Da-
yak. Akseptabilitas paling baik
ada di Kaltim.
Layanan membaik

Pemindahan ibu kota negara
diharapkan warga Sepaku
mendongkrak layanan dasar,
khususnya air dan listrik. Ada
warga yang masih tak terlayani
jaringan pipa air (PDAM) se-
hingga mengandalkan sumur
bor atau tampungan air hujan.

Abdullah, warga Desa Te-
ngin Baru, Sepaku, mengata-
kan, keluarganya mendapat la-
yanan air PDAM skala kecil
yang bersumber dari air Su-
ngai Tengin.

Di Samboja, jika ada per-
helatan besar di desa, air pasti
mati. “PDAM sering mati, se-

tidaknya sekali seminggu,” ka-
ta Handoko, warga Desa Mar-
go Mulyo.

Selain itu, pemindahan ibu
kota diharapkan memacu pe-
ningkatan mutu pendidikan
dan kesehatan. Di Sepaku be-
lum ada layanan kesehatan se-
tingkat rumah sakit. Samboja
punya, yakni RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti.

“Semoga nanti di Sepaku
ada rumah sakit dan pusat be-
lanja modern,” kata Inggar Ef-
riyanata, warga yang juga Ke-
tua Badan Perwakilan Desa
Suko Mulyo.

Namun, bersamaan dengan
harapan itu, spekulan tanah
bermunculan. Di Sepaku, mi-
salnya, harga tanah dari Rp 35
juta per hektar kini minimal
Rp 100 juta per hektar. Di

Samboja, lonjakan harga tanah
Jjuga menggila, dari Rp 15 juta
per meter persegi menjadi Rp
10 juta per meter persegi.
Camat Samboja Ahmad
Nurkhalis dan Camat Sepaku
Risman Abdul mengatakan,
belum ada laporan pelepasan
aset tanah warga besar-besar-
an. Namun, aparatur kecamat-
an, desa, dan kelurahan jadi
punya kesibukan baru, yakni
melayani permintaan informa-
si harga tanah dan lokasi pa-
ling dekat ibu kota baru.
Kasak-kusuk sudah terjadi,
warga jadi melek media dan
berita. Lebih dari segalanya,
seperti kata Tarno, warga ber-
harap hidup lebih baik, seperti
layanan dasar tercukupkan.
(SUCIPTO/
AMBROSIUS HARTO)



Menyiasati Harga Rumah .
Judul yang Makin Tinggi Tanggal Kamis, 29 Agustus 2019
Media Kompas (Halaman 1)
Kelompok masyarakat dengan penghasilan tak jauh di atas Rp 7 juta perbulan
Resume . . . ;
dihadapkan pada masalah kesulitan membeli hunian.

PERUMAHAN RAKYAT

Menyiasati Harga Rumah vang Makin Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok
masyarakat dengan penghasil-
an tak jauh di atas Rp 7 juta per
bulan dihadapkan pada masa-
lah kesulitan membeli hunian.
Kelompok ini sudah tidak boleh
memiliki hunian subsidi, tetapi
kesulitan  mengajukan  kredit
pemilikan rumah, termasulk su-
lit mengumpulkan uang muka
kredit rumah. Rumah dengan
harga terjangkau makin jauh
dari pusat kota, yang menim-
bulkan konsckuensi terhadap
bizya transportasi. Adapun har-
ga rumah di tengah kota se-
makin mahal,

Beberapa pemerintah daerah
menyediakan rumah susun bag
masyarakat, baik rumah susun
sederhana  milik  (rusunami)
maupun rumah susun seder-
hana sewa (rusunawa). Akan
tetapi, ada aturan yvang harus
dipatuhi untuk memiliki hu-

nian subsidi atau menghuni
rusunawa,
Pemerintah  menyvediakan

rumah subsidi bagi masvarakat
berpenghasilan maksimal Rp 4
juta per bulan. Adapun warga
vang berpenghasilan maksimal
Ep 7 juta per bulan bisa mem-
beli rusunami.

Berdasarkan data Bank In-
donesia yvang dikulip pada Rabu
(28/8/2019), harga properti re-
sidensial per triwulan 11-2019
naik 147 persen secara tahunan
di 18 kota. Kenaikan terbesar
terjadi pada kelompok rumah
kecil, yakni 2,18 persen. Adapun
harga rumah menengah naik
1,32 persen, sementara harga
rumah tipe besar naik 0,92
persen.

Menyiasati situasi ini, peker-
ja atau keluarga muda ada yang
mengontrak rumah atau me-
nyewa apartemen sambil me-

Menyiasati Harga Rumah

(Sambungan dari halaman 1)

membeli rumah secara tunai dari hasil bisnis tersebut. Namun,
ada juga yang akan menabung pendapatannya lebih duly,
setelah itu membangun rumah sendiri.

Jangka panjang

Secara terpisah, Direktur PT Ciputra Development Tbk

Harun Hajadi mengatakan, pengembang telah memberikan
kelonggaran kepada konsumen untuk membayar rumah se-
cara bertahap selama 3-5 tahun. Namun, cara ini masih sulit
digunakan kelompok masyarakat “tanggung”, yang tidak ber-
hak membeli rumah subsidi, tetapi masih sulit membeli rumah
secara mencicil. Akibatnya, cicilan bertahap lebih banyak
menyasar konsumen kelas menengah atas.

Menurut dia, kelompok masyarakat ini bisa dimudahkan
melalui kebijakan jangka waktu KPR yang lebih panjang.

Survei harga properti residensial BI menunjukkan 74,32
persen pembeli rumah menggunakan KPR. Adapun 6,64
persen membeli secara tunai dan 1905 persen membeli rumah
secara tunai bertahap. Berdasarkan data BI, KPR dan kredit
pemilikan apartemen yang disalurkan perbankan per Juni
2019 sebesar Rp 4892 triliun.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid me-
nyebutkan, sudah banyak rusun di tengah kota yang bisa dibeli
masyarakat kelompok tanggung ini. (LKT/MED/NAD)

ngumpulkan uang muka kredit
pemilikan rumah (KPH).

Atika Permatasari (27), kar-
vawali swasta, memilih me-
ngontrak rumah di dekat kan-
tornya. la dan suaminya sudah
lama mengincar rumah di Cine-
re, Jakarta Selatan, tetapi uang
mereka belum mencukupi, “Ka-
mi menargetkan dalam tiga ta-
hun ke depan bisa memiliki
rumah sendiri,” katanya.

Soleh (29), karyawan swasta,
mengontrak rumah bersama is-
tri dan satu anak balitanya di
Jakarta Barat karena belum
sangaup membeli rumah di Ja-
karta, "Mau mengajukan KPR,
banyak syaral yang sulit dipe-
muhi,” ujarnya. Sambil mengon-
trak rumah, ia mengumpulkan
uang agar bisa membeli rumah
secara tunai.

Sementara Idris (29), karya-
win swasta yang masih lajang,

menvewsa satu unit apartemen
di Jakarta Pusat. Perantau asal
Banyuwangi, Jawa Timur, ini
Justru membeli rumah di kota
kelahirannya untuk persiapan
pada masa tua.

"Rumah tapak yang harganya
terjangkau  hanya di Jonggol
atau Cileungsi, Kabupaten Bo-
gor, tetapi waktu habis di jalan,”
ujarnya,

Kompas melalui akun Insta-
gram (@hariankompas melem-
par pertanyaan "Jika Anda ber-
gaji di atas Rp 7 juta, bagaimana
strategi membeli rumah?” Per-
tamyaan itu dijawab beragam,
Ada yang akan membeli rumah
di pinggiran kota Jakarta, ada
Juga yang akan menabung un-
tuk modal bisnis, kemudian

(Bersambung ke him 15 kol 6-7)
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Kutai Kartanegara Kondisi

Judul Terkini Calon Ibukota

Tanggal Kamis, 29 Agustus 2019

Media Kompas (Halaman Jendela A)

Dengan karakteristik wilayah pegunungan di sisi utara dan pesisir di selatan, Kutai

Resume s e .
Kartanegara memiliki nilai strategis.

KUTAI KARTANEGARA,
CALON IBU KOTA

KONDISI TERKINI

Yoesep Budianto

ecviapan pemindsbun u kots negir Indonesia dimulai
P jak Tim Nawa Cipta Badan Perencanzan Pembangunan

menggembarkan  keterkaitan
peristiwi fersebud densu ake
|J\||435 penambangan hataba-

I'ada 2 Ixsember 2018, i
salngw, tansh kangsar teejadi

Kecnmatan Sangs sings. S

dikcitya lima rumah anbeak
elurs julars prvives russls akibot
hencara i, Laokasi krgsar
terjadi sekitar 100 meter dari
tempat penambangan batuba-

Selain_didukung Bandara  tus ini memetalan pentingnyn iring 'mi\nknvu harga ko- K TOman
Sepinggan di Kota Balikpapan  mewaspadai ancaman imbas hingga per- Hutan Raya Bukit
dan Bandara Aji Pangeran Tu-  konflik Blok Ambalat di jalur tidaknya ada ‘Salisrts i
menggung Prancto di Kota  ALKI L batubara di et
Sam i e Sehagal imbas konflik Am- inantan Timur menut Samiho
Juga didukung jalur transpor-  balat, jalur ini, misalnya, ren-  usaha  (Kompas, 1 Kabupaten Kutai
tasi laut. dengan lebih kurang  tan digunakan untuk manuver  Anjloknya. perekonom Enrtanegera, mulsi
IE pelat-unan di kebupaten  anghatan pemngampun dari  tubara tecermin pula dari tren dijual dengan harga

i sosial ckonomi, ALKI 1l pertumbuhan  PDRE  Kutai tingel. Foto diambil
Kutai Kartanegara terpetakan sebagai jal Tur ren- yang terus turun Rabu (7/8/2019).

Lakasi Kuts
yang terbilang dekat demgan
Balikpapan dan Selat Malaka
iddealnya mampu mendukung
keterhubungan  perekonomi-
annya dengan pasar global.
ini. selaligus membuka
ke wilayah timur In-

5 n, keterbu-
leaan jalur laut dan udara juga

rpeluang membawa konse-
lvensi yang selayaknya diwas-

tan terhadap penyelundupan
barang secara fhegal dan pe
dagangan manusia, khususnya
dari luar negerl menuju Pulau
Ba

£

Sosial-lingkungan

Dari sisi cuaca dan ki,
Kutai Kartanegam termasuk
wilayah beriklim tropis dua
musim, yaitu musim  hujan
dan kemarau dengan suhu se-

ar
sejak 2011 hingga 2017,

anjlolnya
ckonomi batubara dinilai fkut
menyebabkan jumlah pendu-
duk miskin Kutai

ini lebih dari seperempat dari
219000 penduduk miskin di
m pada Scptember 2018,
mindahan ibu kota In-
donesia tentu akan membawa
dampak besar bag lokasi ter-

=

Nosions] (Hﬂ}mcv'u) membuat_analisis kebijakan terk; padai. Letak Kutai Kartane- ria kelembaban cukup tingl. — pilih ataupun kawason vang
pemindshan ibu kota mm Maret 2017, Analisis itu kemudian o yang terhubung dengan ada saat kemarau, warga  lebih luas. Melihat gambaran
disempurnakan | 2018 Hasil analisis merekomen- jalur A lam-  Kutai Kartanegara mengalami i
o e i hodngt et s el o pak o st e b e e 2
ibu kota, antara lain Kutai Kartanegara. stanpun polilk dast luar ne-  alp berels f Nutal Kartane- taegara menjiwa tatang

Pada 7 Mei 2019, Presiden Joko Widodo mengunjungi Ka erl. Analisis yang dilakukan Mﬁl\mﬂdéﬂl?uhm\'«k 4226  problem menjadi ibu kota?
limantan Timur, tepatnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Lembaga Tmu Pengetahuan  juta meter kub (AGUSTINA PURW,

Soehirto yang secar administratif menjadi bagian darl Kabupaten
Kutai Kartanegara,
Adapun luas keseluruhan daratan 27:26 juta hoktar di Kaltim

Indonesia yang diakses Agus-

ubik, terjual
2311 juta octat kubik,

s ANTI/
LITBANG KOMPAS)

menjadi faktor yang Analisis Pemindahan Ibu Kota secara Makro
banyak lahan untuk menunjang aktivitas pemerintah pusat, pe- dal eks Pul
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il u,m\..\mA\mmmmk.\ms.\mumugvzuk.auumm Skar” S dukur pata bentang
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Laut Kr]‘m!'m:m Indonesia (ALK, “ulupun Al K\ mrmp'ﬂmn alur dqmndnkal\f ~le|n dapat
laut yan; dilalui Kapal ata pesawat asing untuk melakssngkan e Sulawesi dipergunakan
pelayaran dan penerbangan dengan cara normal (Pasal | Ayal 8 UU Sumaters Kalimantan par Mu‘unlu lmelu\msh
Na /1996 Lentang Peraian Indonosi, Q arlik e yang lebih
tai Kartanegara terhubung pula dengan akses pelayaran dari Papad ol sompreners? ton
Laut Sulawesi, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat dadi mandaan
Lombok, kemudian ke Samudra Hindia.
Pulay  Butays  Potensi  Infrestruktur Lahan Lokasi Bencana Kepadatan
Jalur laut-udara ekonomi geografis alam
Sudah sejak lama, sektor pertambangan sangat kuat mewarna Jawa Kuat fuat Siep - Yurang sustegls Rawan  Tinggl
perckonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, Mayoritas hasilnya Sumatera Bosar Leman Luas Sraregs Bawan -
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n
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Kaltim menjadi
penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-7 di
Indonesia pads 2017, Kutal Kartanegara piad tahun yang samma
menjadi_penyumbang terbesar bagi produle domestik regions
bruto (PDRE) Kslhm yakni 26,20 persen dari total PDRB Kutai
Kartanegara 2017,

Pendukung terbesar perolehan PDRB tersebu selstor
pertambangan, khususnya batubara, lebih kurang 6543 persen.
Selanjutnya kontribusi diberikan aleh sektor pertanian, konstruksi,
industri pengolahan, dan perdagangan.

Dapat dikatakan, mnkm hegiatan ekonomi huub.m turut

keku i di

Ka
J.Alur darat yang sudah ada !uh\lxm, cukup

Jolan di Kutai Kartancgara, lebih kurang 64 persen, berada
dalam kondisi sedang hingg baik. Setidakiya 54,65 persen atau
119,38 kilometer jalan di kabupaten ini sudah dilapisi aspal dan
beton,

0 jiwa.

Profil Calon Lokasi Ibu Kota Indonesia Kab Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
B. Infrastruktur (2017)
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Judul Berita Foto Tanggal Kamis, 29 Agustus 2019

Media Kompas (Halaman 13)

Hamparan lahan hhutan tanaman industri yang dikelola PT ICI Hutani Manunggal

Resume . . .
di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kaltim.

Potensi Lahan Calon Ibu Kota Negara

KOMPAS/EIZA FATHON]

Hamparan lahan hutan tanaman industri yang dikelola oleh PT ICI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Samboja dan
Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon lokasi ibu kota baru. Kemungkinan
lahan yang dikelola ini menjadi salah satu alternatif untuk ibu kota baru.




Judul Tol Cipali Dibenahi Lagi Tanggal Kamis, 29 Agustus 2019
Media Kompas (Halaman 12)
Untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, pengelola tol ruas Cikopo-
Resume Palimanan memasang beberapa rambu dan pembatas median jalan sepanjnang
18 km di 16 lokasi.

Tol Cipali Dibenahi Lagi

Untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, pengelola tol ruas Cikopo-Palimanan
memasang beberapa rambu dan pembatas median jalan sepanjang 18 kilometer di 16 lokasi.

INDRAMAYU, KOMPAS — Pengelola
ruas Tol Cikopo-Palimanan
membenahi infrastrukinr jalan
uthltmemmmnikmlmcaLnlm—
an. Namun, upaya itu tak cukup
tanpa penegakan hukum dan

jalan tol sepanjang 1167 kilo-
meteritw, antara lain. dilakukan
dengan memasang wire rope
atau pembatas di median jalan,

bahu jalan). Rabu (28/8/2019),
pekerja membangun wire rope
di median jalan Kilometer (Km)
145-146, Kabupaten Indramayu,
Jawa Barat.

Pembatas berupa tali baja itu
skan dipasang di median jalan
sepanjang 18 km di 16 lokasi
rawan kecelakaan, seperti ruas
Km 137 hingga Km 154. Lokasi
itu juga berdssarkan rekomen-
dasi polisi Pemasangan pem-
batas vang ditargetkan ram-
pung Sepmmber tahun ini akan
melengkapi wire rape sebelum-
mya sepanjang 16 km.

"Nanti kami lihat, apakah
pembatas jalan itu akan ditam-
bah atau tidak,” ujar Agung Pra-
setyn, Direktur Operasional PT
Lintas Marga Sedaya (LMS),

gFJoI.n Tol Cipali Dengan

Pihaknya mencatat, pada Ja-
nuari-Juli 2019, sebanyak 25
orang meninggal dalam kece-
lakaan yang berawal dari ken-
daraan menyeberang median
jalan di Cipali. Jumlah ity me-
ningkat dibandingkan 2018,
yakni 11 korban meninggal.

“Jalan di Cipali sudah me-
menuhi standar, seperti median
]ﬂ!nnterh‘ulmynnglehll'lSn'Eter

di

lebar 9 meter di Cipali berupa

ROMFPASARDULLAR FIKE] ASHEI

Pekerja berjalan di samping wire rope atau pembatas median jalan yang baru dipasang di Kilometer 145 Tol Cikopo-Falimanan,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (28/8/2019). Alat itu untuk mencegah kendaraan menyeberang jalan. Sejak Januari hingga
Juli t=hun ini, 25 nyawa melayang dalam kecelakaan yang berawal dari kendaraan menyeberang median jalan di Cipali.

rerumputan dengan cekungan
di tengahnya.

Vincent Poernomo, Mana-
ging Director Cakra Interna-
tional. perusahaan pembuat
wire rope, mengklaim, produk-
nya mampu membendung Ia]u
kendarasn dengan
100 km per jam dengan su.du‘t
20 derajat. "Empat tali wire
rope yang kami pasang di Cipali
ini mampu m beban
hingga &0 ton,” katanya.

Alat tersebut, lanjutnya, telah
terbentang di sejumlah jalan
tol, seperti ruas Tol Jakar-

ta-Merak sekitar 60 km. Ia ber-
harap wire rope setingpi 680
milimeter dengan ketebalan ba-
ja 19 milimeter itu dapat men-
cegah kendaraan menyeberang
yang berujung kecelakaan “Se-
bagus apa pun alat ag%.ty di-
pasang, kalau pengemudi eng-
gak bisa mengatur kendali, ke-
celakaan hisa terjadi,” ujarnya.
Kelalaian manusia

Data PT LMS, lebih dari 80
persen kecelakaan di Cipali di-
sebablan faktor kelalaian ma-
nusia. Penyebab lain, kenda-

raan, seperti rem blong atau
pecah ban Faktor human error
itu tampak pada tingginya kasus
kecelakaan tabrak belakang,
Hingga pertengahan 2019,
dari 61 korban meninggal di
Cipali, 34 orang tewas karena
tabrak belakang. Kasus serupa
mendominasi pada 71 korban
meninggal tahun 2018 dan 92
korban tewas tahun 2017
“Kelalaian manusia juga tam-
pak pada waktu kecelakaan
yang paling banyak berlangsung
pukul 0500-06.00. Ini saat pe-
ngemudi mengantuk ™ kata Ge-

neral Manager Operasi FT LMS
Suyitno. Adapun titik lelah pe-
ngendara berada di ruas Su-
bang-Cikedung dan Cike-
dung-Kertajati

Oleh karena itu, pihakmya
terus menyosialisasikan pen-
tingnya keselamatan berkenda-

ra kepada pengguna Tal Cipali

datangi

truk Ia juga mengimbau ke-
pada sekitar 40000 pengendara
vang melintas di Cipali setiap
hari agar memanfaatkan area
istirahat jika lelah_ (K1)
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Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan 150.000 unit pembiayaan
Resume .
tersebut ke Menteri Keuangan.

UPR Ajukan Tambahan
150.000 Unit

Bisnis, JAKARTA —
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) telah
mengajukan tambahan

150.000 unit pembiayaan
tersebut ke Menteri
Keuangan.

Mutiara Nabifa
redaksi@bisnis com

Direktur Jenderal Pembiavaan In-
frastruktur Kementerian PUPR Eko
Heri Djulipurwanto mengatakan bahwa
pihaknya sudah meminta tambahan
sampai 150.000 unit, tapi belum men-
dapat respons Kemenkeu.

“Menurut saya jangan menjanjikan,
karena untuk menambah kuota ini harus
ada APBN-P [Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan],” katanya
kepada Bisnis usai Rapat Kerja dan
Anggaran Kementerian dan Lembaga
PUPR dengan Komisi V DPR di Jakarta,
Rabu (28/8).

Eko juga menyebutkan bahwa FLPP
tidak dibahas dalam RAPBN kali ini,
melainkan Anggaran Bendahara
Umum Negara (BUN) bersama DPR
Komisi IX. Eko memastikan tahun
depan anggaran FLPP akan ditambah
dan sudah dimasukkan dalam nota
keuangan, tetapi dia belum menyebut
jumlah pastinya.

Adapun, tahun ini dari total ang-
garan 68.000 unit rumah vang bisa
dibiayai FLPP, sudah terserap sebanyak
54.000—55.000 unit. Sisa 13.000 unit
masih tersebar di sejumlah bank.

“Sisanya masih bisa untuk rumah
vang sudah di pipeline, sudah commir
dengan perbankan. Itu tersebar, kan
ada 30-an bank, terus S5B [subsidi

» PUPR juga sudah
melakukan penggeseran
atau realokasi kuota yang
tidak terpakai ke bank yang
membutuhkan sebanyak
5.000 unit.

Menambah
Kuota FLPP

Pemerintah berupaya mengejar target
program sejuta rumah yang tahun ini dipatok
sebesar 1,25 juta unit. Namun, pengembang,
khususnya perumahan bersubsidi mengeluh-
kan makin menipisnya alokasi dana Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

b Pemerintah pun berupaya menambah kuota

,'.)' - itu sebesar 150.000 unit dan tinggal

5 m I menunggu persetujuan Menteri Kevangan.
Penyaluran FLPP Berdasarkan bank Pelaksana (2015-2019)
Bank Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
ETH 66.563 43821 0 22.737 26528 4843719
ETH Syariah 6.220 4112 0 1.074 2032  35.260
ER1 Syariah 1.449 297 5.7103 6.842 3932 2607
ASBANDA (32 BPD) Ta2 3.950 10.238 13.986 8d60  38.556
ENI 1.098 1.255 1456 1.214 1980 21.948
Artha Graha )| 2.359 5.519 3.885 2257 1421
Mandiri 26 ] 166 994 1136 4969
Bukopin 0 i 0 0 0 1.906
ER1 160 20 603 1181 1.353 4.030
Mandiri Syariah 0 0 0 0 0 368
Wayora 0 i) 18 0 0 k1)
EANK KEB HANA o o /] kil 156 187
ERI AGRD 0 0 0 10 45 55
ETPN ] ] 0 3 0 3
TOTAL T6.489 58.469 23763 57939 54279 632.046

Sumbaer: Puial Mengwioiaan Oana Perstvapsan Peromaban
Mivnaalivian PUPR par 26 Aguilus 2019

selisih bunga] kan memang masih
ada sisa tapi memang tidak sebanyak
tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Adapun, PUPR juga sudah mela-
kukan penggeseran atau realokasi
kuota yang tidak terpakai ke bank
yang membuiuhkan sebamyak 5.000
unit. “Manti akhir September akan ada
evaluasi lagl.” sambungnya.

ANGGARAN PERUMAHAN

Sementara itn, Kementerian PUPR
mengajukan anggaran dalam Tahun
Anggaran 2020 sebanyak Rpl20.2
triliun. Rp8.48 triliun di antaranva
untuk Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan.

Rencana anggaran tersebut lehih tinggi
dari tahun ini sebanyak Rpl10,73 trili-
un. Jumlah it juga sudah mendapat
tambahan Rp16,34 triliun untuk pagu
indikatifnya. Uniuk Ditjen Penyediaan
Perumahan, anggarannyva juga naik

Bisnks P ricia Caiva Pratiel

dari Rp? 82 miliun pada 2019.

“Semua usulan dan saran dari DPR,
kami sepakat semaksimal mungkin
memprogramkan sesuai dengan tupoksi
kewenangan dan tupoksi kita,” ungkap
Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono
dalam Rapat Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPEN], Rabu.

Dari Rp848 wriliun akan dialokasi-
kan ke Ditjen Penyediaan Perumahan
dengan alokasi terbanyak untuk rumah
swadaya Rpd.34 triliun. “Untuk pem-
bangunan baru 25365 unit. termasuk
pembangunan baru rumah swadaya
pariwisata 5.363 unit dan meningkatkan
kualitas 156.000 unit mumah.”

Kemudian, anggaran untuk mem-
bangun rumah susun Rp3,14 triliun
atau 4.799 unit, untuk Program Rumah
Khusus Rp470 miliar atau 2.000 unit,
untuk Prasarana dan Sarana Umum
(PSU) Rp200 miliar, dan dana lainnya
Rp310 miliar. B
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Provinsi Kaltim selama ini memang masih menghadapi tantangan dalam
Resume menarik investasi langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi secara inklusif dan berkelanjutan.

» POTENSI EKONOMI BARU

Saatnya Memacu
Pariwisata di Bumi Etam

Provinsi Kalimantan Timur selama ini memang masih
menghadapi fantangan dalam menarik investasi langsung
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

secara inklusif dan berkelanjutan.

Anitana W. Puspa
anitana puspe@bisnis com

ektor pariwisata pun

diharapkan bisa menjadi

salah saty pusat

pertumbuhan ekonomi

baru di Bumi Etam,

sebutan unfuk Kalimantan
Timur, kendati selama ini terkenal
dengan bisnis batu bara.

Dari sektor pariwisata, diharapkan
mampu membaniu menurunkan
defisit neraca transaksi berjalan
nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Kalimantan Timur Toiuk Cahyono
mengatakan, Kaltim membutuhkan
pertumbuhan vang relatif lebih
tinggi lagi untuk keluar dari middle
incorme trap (jebakan berpendapatan
menengah). Apalagi, karena
memiliki ketergantungan terhadap
pertambangan dan batu bara, yvang
rentan terhadap gejolak permintaan
eksternal dan sarat akan kondisi
ekonomi dan poliik negara mitra.

Selama ini, upaya pemerintah
untuk mendorong berkembangnya
industri bernilai tambah tinggi
melalui sektor Kawasan Ekonomi
Khusus dan Kawasan Industri
Kaltim mendapatkan tantangan,
mulai dari pembebasan lahan
masvarakat, tumpang tindih regulasi,
ketidakpastian skema investasi,
ketidaksiapan dalam pembangunan
sarana dan prasarana, hingga
anggaran vang tidak memadai.

Pada wakm yang bersamaan,
investor menyikapl dengan wait and
see karena pertimbangan direct in-
vestment vang cukup besar, tentunya
membutuhkan kepastian usaha.

Untuk itu, selain sektor

+ Sektor pariwisata diharap-
kan bisa menjadi salah satu
pusat pertumbuhan ekonomi
baru di Bumi Etam, kendati
selama inl indentik dengan
bisnis batu bara.

penghiliran produk pertambangan,
lanjut Tk, Kaltim peru
memajukan jasa di bidang
pariwisata dengan potensi wisata
budaya dan hutan alam tropis.

Menurutnya, pariwisata Kaltim
berpotensi membesar dan
bisa menjadi alternatif sumber
periumbuhan ekonomi di Kaltim
jika digarap dengan serius dan
bersinergi secara kolaboratii dengan
semua pihak yang terkait

Dia menyebutkan sejumlah kota,
seperti Samarinda dan beberapa kota
lain memiliki Wisata Susur Sungal
Mahakam, Wisata Budava khas
suku Dayak. Di Kota Balikpapan,
juga ada konservasi Beruang Madu,
Hutan Mangrove, penangkaran
buaya Teritip, dan lainnya.

“Untuk memajukan pariwisata di
Kaltim memiliki sejumlah tantangan,
terutama dari sisi pemenuhan
aksesibilitas, amenitas, dan atraksi.
Mengambil contoh pariwisata utama
Kaltim vaitu Kepulauan Derawan di
Kabupaten Berau,” jelasnya.

Menurut Tutuk, aksesibilitas
utama menuju kepulauan
Derawan lewat penerbangan
udara masih terbatas dan relatif
mahal. Terbatasnya konektivitas
penerbangan dari provinsi lain
menyebabkan wisatawan harus
memilih penerbangan dengan
transit vang lebih mahal ketimbang
penerbangan langsung.

Di samping penerbangan yang
terbatas dan relatif mahal, wakiu
tempuh lewat laut juga relatif lama.
Perjalanan dari Bandara Juwita
Tarakan hingga Kepulauan Derawan
membutuhkan waktu sekitar 3 jam
dengan speed boat.

Sementara itw, dari Bandara
Kalimarau Berau wisatawan masih
harus menempuh sekitar 2 jam
perjalanan darat dan dilanjutkan
sekitar 30 menit menyeberangi Lt
untuk sampai di Pulau Derawan.

“Untuk im, percepatan pembukaan
penerbangan komersial yang rutin di

Bandara Maratua serta operasional
jalan alternatiil dar Tanjung

Redeb menuju Tanjung Batu [port
penyeberangan ke Kepulauan
Derawan) perlu dipikirkan agar
pariwisata Kaltim tidak kehilangan
momeniumnya,” tuiurnya.

Selain im, tujuan berwisata
bagi sebagian besar turis adalah
untuk berlibur sehingga amenitas
penunjang berperan penting sebagai
faktor penarik re-visit. Amenitas di
Kawasan Derawan telah diisi oleh
beberapa resort yang menyediakan
fasilitas lengkap, tetapi pilihan
restoran dan kafe di luar resort
masih terbatas.

Sayangnya, harga penginapan
relatif lebih mahal dibandingkan
dengan tempat pariwisata lainnya
seperti di Bali, Lombok, Labuan
Bajo, dan Belitung. Harga hotel
berbintang tiga di Labuan Bajo
berada di rentang Rp600.000,
sedangkan di Kepulavan Derawan
dengan fasilitas yang mirip, harga
kamar di patok sekitar Rp750.000—
Rp850.000.

Penetapan harga untuk penyewaan
speedboat vang belum berstandar
serta paket opent trip vang tidak ba-
nvak ditawarkan untuk wisatawan
on the spor juga perlu menjadi
perhatian.

Menteri Perencanaan Pembangun-
an Nasional (PPN)/Kepala Bappenas
Bambang Brodjonegoro mengatakan,
Bumi Fram tidak memiliki persoalan
untuk menarik investasi asing.

Namun, yang menjadi catatannya
adalah ketertarikan investasi asing
tersebut bukan dilandasi oleh iklim
investasi yang ramah karena hanya
faktor sumber daya alam (SDA).

“Era Itu sudah lewat. Kalau
Kaltim sekarang ingin menarik
investasi yang dijual bukan SDA,
tetapi iklim investasi, potensi
ekonomi yang jauh lebih kaya
dibandingkan sekadar SDA. Sikap
ramah investasi menjadi dasar
semua kepala daerah. Kepala daerah
ramah inovasi dalam kebijakannya
mendorong ekonominya lebih
cepat,” tekannya.

Untuk bisa menciptakan i
membutuhkan birokrasi yang
menciptakan reformasi. Esensinya
birokrasi menjadi lokomotii
pertumbuhan. B
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Judul Berita Foto Tanggal 2019
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Menteri BUMN meninjau Tol Kayu Agung di Ogan Komering llir (OKIl), Sumatera

Resume Selatan, Selasa (27/8).

P PERSIAPAN PERESMIAN TOL
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Antara/Nova Wahyudi

Menteri BUMN Rini Scemarno (kanan) meninjau Tol Kayu Agung di Ogan
Komering llir (OKI), Sumatra Selatan, Selasa (27/8). Kunjungan tersebut untuk
mengetahui kesiapan peresmian Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi
Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang yang dijadwalkan berlang-
sung pada akhir September 2019.
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Wajah Shinta sumringan ketika Menteri BUMN mengunjungi tempatnya di
Resume Rest Area KM 87 di Jalan Tol Trans Sumatra ruas tol Terbanggi Besar-
Pematang Panggang.

P SUSUR TRANS SUMATRA

Denyut Ekonomi yang Kian Menggebu

Agne Yasa
agneyasa®bisniz.com

ajah Shinta sumringah
ketika Menteri BUMN
Rini Soemarno me-
ngunjungi tempatnya di
Rest Area KM 87 di Jalan Tol Trans
Sumatra ruas tol Terbanggi Besar-
Pematang Panggang dalam kegiatan
Susur Tol Trans Sumatra Bakauheni-
Palembang pada Selasa (27/8).

Tidak ingin melewatkan kesem-
patan, Shinta langsung mempromo-
sikan produknya. Ketika itu, Men-
teri Rini berkesempatan mencoba
produk vang dijualnya mulai dari
keripik pisang khas Lampung hing-
ga kopi yang diseduh langsung.

Rini pun sempat memuji produk
makanan dari salah satu UMKM
binaan dari Bank Mandiri itu. Tidak
hanya itu, Rini juga membeli pro-
duk Keripik Shinta untuk oleh-oleh.

Shinta menjajakan produknya di
tempat sementara yang diperuntuk-
kan untuk UMKM. Memang nan-
tinya akan ada bangunan rest area
sebagai fasilitas vang melengkapi
Jalan Tol Trans Sumatra di KM 87.

Shinta mengungkapkan produk
UMEKM miliknya mendapat penawar-
an untuk bisa memasarkan produk-
nya di beberapa titik rest area di
Jalan Tol Trans Sumatra yaitu KM
33, KM 87, dan KM 215.

Keripik Shinta yang merupa-
kan asli Bandar Lampung tersebut
menyambut baik hal ini sebagai
kesempatan untuk mempromosi-
kan produknya, memperluas pasar
hingga meningkatkan omzetnya.
“Bagus banget prospeknya ke depan
di Trans Sumatra. Jadi nanti ke de-
pannya juga kan produk kita makin
dikenal,” katanya.

Shinta mengklaim omzet usahanya
bisa mencapai Rp200 juta per bulan.
Harganya Rp15.000 hingga Rp50.000
untuk keripik. Pemasarannya dila-
kukan lewat toko vang berlokasi di
jalan Pagar Alam, Bandar Lampung,
vang juga ramai, yang kemudian
juga ditawarkan secara daring.

Dia mengatakan keberadaan Trans
Sumatra tidak hanya menyediakan
akses jalan yang lebih lancar bagi
masyarakat tetapi juga dapat meme-
nuhi kebutuhan bagi pengunjung
untuk produk khas daerah. Shinta

berharap rest area di Jalan Tol Trans
-Sumatra dapat menjadi pusat belan-
ja atau one stop shopping.

“Harapannya UMKM lebih maju
lagi, khususnya oleh-oleh Lam-
pung jadi tidak perlu nyari jauh-
jauh, Lampung ini kan luas. Jadi
[rest area Jalan Tol Trans Sumatra]
satu tempat kan udah jadi one
stop shopping aja gitu. Harapannya
omzet bisa naik dua kali lipat,”
jelasnya.

Kini, dengan peluang pemasaran
di rest area, Shinta juga mulai me-
nyiapkan produknya agar bisa lebih
menarik lagi. Saat ini dia berencana
akan memperbaiki kemasan produk.

“Produknya udah enak tetapi
didukung lagi dengan kemasan
vang lebih bagus. [Untuk persiap-
an menjual di rest area jalan tol]
Produksinya pasti akan ditingkatkan.
Kita kan biasanya memakai tiga
desa, jadi nanti bisa nambah mung-
kin 5-6 desa untuk pemasok bahan
baku pisang,” ujarnya.

Keripik Shinta tidak sendiri, masih
banyak pelaku usaha UMEM lain-
nya yvang menantikan dan berharap
banyak dari keberadaan Jalan Tol
Trans Sumatra ini. Memang porsi
UMEKM juga jadi fokus pemerintah.

Di sepanjang ruas Jalan Tol Trans
Sumatra, BUMMN-BUMN Karya se-
perti Hutama Karya, Waskita Karya
dan Adhi Karya telah menyiapkan
sebanyak 12 tempat istirahat dan
pelayanan (rest area) sesuai kebu-
tuhan pengguna jalan tol.

Setiap tempat istirahat dilengkapi
dengan fasilitas berupa mushala,
toilet, tempat pengisian BEM berupa
SPBU Modular atau kiosk atau moto-
ris, warung makanan dan minuman
serta mobile ATM di beberapa titik.

Menteri BUMN juga mendorong
UKM-UKM binaan BUMN dapat ber-
jualan di rest area Jalan Tol Trans
Sumaira.

Adapun, untuk penyelesaian area
peristirahatan, Rini mengakni me-
mang membutuhkan waktu lebih
lama karena pembebasan lahan dari
rest area sedikit terlambat diban-
dingkan dengan jalur jalan tolnya.

“Jadi rest area kita harapkan di
titik-titik ini selesai bulan Desember.
Jadi seperti sekarang, rest area ini
mungkin untuk makanan. Memang

kita sediakan untuk UMKM-UMKM
dari daerah setempat itu di beberap:
titik mungkin sudah bisa,” katanya.

Selain membuka peluang untuk
meningkatkan ekonomi pelaku
UMEM lokal. Pengoperasian jalan
Tol Trans Sumatra juga diharapkan
dapat memangkas waktu tempuh
perjalanan.

Direktur Utama Hutama Karya
Bintang Perbowo mengatakan Tol
Trans Sumatra Bakauheni - Kayu
Agung yang dikelola perseroan, kini
ditempuh selama 6 jam dengan to-
tal jarak tempuh 325 km. Sebelum
ada tol ini, jarak tempuh tercatat
10-11 jam.

SEGERA DIRESMIKAN

Bintang mengatakan bahwa pihak-
nya berharap ruas tol Trans Sumatra
hingga Palembang ini dapat cepat
diresmikan dan dirasakan manfaat-
nya secara luas oleh masyarakat.

“[Agar] bisa dipergunakan oleh
masyarakat Sumatra Selatan dan se-
kitarnya, sehingga angkutan logistik
dari satu tempat ke tempat lain ini
bisa lebih cepat, murah, dan bisa
dibeli oleh masyarakat vang mem-
butuhkan sehingga perekonomian
Indonesia melalui Trans Sumatra ini
akan menjadi lebih baik,” jelasnya.

Menteri BUMN Rini Soemamo pun
memastikan tol Pematang Pang-
gang—Kayu Agung sepanjang 85 km
akan beroperasi, sehingga nantinya
bakal tersambung dari Bakauheni—
Kayu Agung sepanjang 325 km.

“Sava mendorong HK [Hutama
Karya] dan Waskita supaya ini
nantinya bisa segera beroperasi dan
dimanfaatkan oleh masyarakat,”
katanya.

Dia menjelaskan untuk ruas tol
Terbanggi Besar—Pematang Pang-
gang sudah diuji dan siap untuk
dioperasikan. Pihaknya juga ma-
sih menunggu penyelesaian untuk
muas tol Pematang Panggang—Kayu
Agung. “Jadi Insya Allah kita tar-
getkan akhir September bisa selesai
semua sampai ke Palembang.

Tol Trans Sumatra, mulai ruas
Bakauheni—Palembang memiliki
panjang 365 kilometer Adapun
mas tol Terbanggi Besar—Pematang
Panggang—Kayu Agung memiliki
panjang 185 km.
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Polemik paling krusial terkait dengan pemindahan ibukota sebenarnya bukan
Resume . . .
terletak pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut.

Potensi Disorientasi
Pemindahan Ibukota

olemik paling

krusial terkait

dengan

pemindahan

ibukota sebenarnya

bukan terletak
pada setuju atau tidak setuju
terhadap rencana tersebut.
Wacana kebutuhan pemindahan
ibukota memang memiliki
rasionalitas vang memadai.
Selain menjadi ibukota, Jakarta
memang telah menjadi sentral
seluruh kegiatan, mulai politik,
pemerintahan, budaya, apalagi
ekonomi.

Kesempurnaan fasilitas vang
dimiliki Jakarta, menjadi daya
tarik luar biasa. Dampaknya
adalah kompleksitas beban,
mulai dari persoalan kemacet-
an, banjir dan persoalan sosial
akibat derasnya urbanisasi.
Berbagai persoalan ini harus
segera dicarikan solusinya.

Rencana pemindahan ibukota
ke Kalimantan Timur, bisa jadi
dapat mengurangi salah saiu
beban Jakarta. Namun, urgensi
pemindahan ibukota tentu tidak
hanya menyelesaikan persoal-
an Jakarta. Pasalnya, jika vang
harus diselesaikan hanya perso-
alan Jakarta, tentu solusi yang
lebih efisien tidak mesti pindah
di luar Pulau Jawa. Mungkin
cukup hanya bergeser ke wila-
yah sekitar Jakarta, seperti era
Presiden Soeharto menyiapkan
Jonggol sebagai alternatif ibu-
kota bam.

Seperti disampaikan Presiden
Jokowi, juan pemindahan
ibukota tidak hanya menyele-
saikan persoalan Jakarta atau
beban Pulau Jawa tetapi untuk
mewujudkan visi pembangun-
an Indonesia sentris. Artinya,
pemerataan pembangunan
tanpa kesenjangan yang kian
melebar antarpulan dalam
bingkai NKRI dan menggeser

dominasi kue pembangunan
di Pulau Jawa yang menca-
pai 58%, sementara Sumatra
22%, Sulawesi-Papua 9%,
Kalimantan §% serta Bali dan
Nusa Tenggara 3%.
Perpindahan ibukota mung-
kin mendorong pergeseran per-
gerakan kegiatan ekonomi ke
Kalimantan Timur. Pada prin-
sipnya terdapat adagium ilmu
ekonomi di mana supply create
demand. Status sebagai ibukota
baru memang
lebih dari
cukup sebagai
instrumen daya
tarik ekonomi
(growth pool).
Mamun, hal
itu harus dicu-
kupi dengan
daya dukung
wilayah
Kalimantan
Timur agar
mampu menam-
pung dan mere-
alisasikan minat
dan potensi
imvestasi.
Utamanya daya
dukung terha-
dap investasi
sehingga mampu melakukan
penghiliran industri. Hanya
melalui pengolahan berbagai
potensi sumber daya alam dan
komoditas unggulan, nilai tam-
bah dan peningkatan produk-
tivitas dinikmati masyarakat
Kalimantan Timur, serta meluas
ke provinsi sekitarnya, bahkan
Indonesia bagian timur.
Ketersediaan infrastruk-
tur energi, sistem logistik,
dan kawasan industri vang
efisien menjadi syarat mut-
lak. Termasuk juga kesiapan
peningkatan kapasitas dan
kualitas sumber daya manusia
(SDM) setempat. Pasalnya,

Enmny Sm1 Harrarm
Direktur Eksekutif Indef

kesenjangan hanya bisa terkikis
jika terjadi peningkatan pro-
duktivitas dan nilai tambah.

Masalahnya, tanpa dukungan
energi yang efisien, penghi-
liran berbagai potensi komo-
ditas tambang dan berbagai
hasil hutan, hal itu hanva
ilusi. Infrastruktur logistik
diperlukan sebagai mediasi
konektivitas kegiatan ekonomi
[kawasan industri) agar terinte-
grasi dengan jalur rantai pasok.
Efisiensi konek-
tivitas dan ran-
tai pasok inilah
yang dengan
sendirinya akan
memancing dan
menjadi daya
tarik investasi.

Tanpa kesiap-
an daya dukung
dan daya tam-
pung invesiasi,
niscaya pemin-
dahan ibukota
justru berpoten-
si memperlebar

kesenjangan
ekonomi

dan sosial.
Pasalnya,
berbagai per-
baikan infrastruktur jalan, pela-
buhan, dan bandara hanya akan
memiasilitasi percepatan eks-
ploitasi sumber daya. Investasi
besar masuk tetapi hanya di sek-
tor ekstraktif, dan memanfaat-
kan peningkatan kapasitas pela-
buhan. Ditambah lagi dengan
kemudahan proses perizinan,
karena lokasi investasi semakin
dekat dengan ibukota.

Tanpa peningkatan kuoalitas
SDM di sekitar ibukota baru,
manfaat aktivitas ekonomi di
Kalimantan Timur justru lebih
banyak dinikmati pendatang.

Pemerintah telah menarget-
kan perpindahan ibukota sudah

terealisasi pada 2024, Bappenas
menaksir pembiavaan pemin-
dahan ibu kota hanya mencapai
Bp485 triliun. Dari kalkulasi
waktu dan kebutuhan dana ter-
sebut, artinya Bappenas hanya
menerjemahkan perpindahan
ibukota sekadar memindahkan
kantor pemerintahan.

Pembiayaan itu hanva untuk
memenuhi kebutuhannya
pemerintah sendird, mulai
kebutuhan ketersediaan lahan
untuk lokasi perkantoran dan
proses pembangunan perkan-
toran baru. Tiak ada perenca-
naan kebutuhan pembangunan
infrastruktur yang komprehen-
sif untuk mendukung kesiapan
Kalimantan Timur dalam meng-
geser kegiatan ekonomi.

Jika salah prioritas dalam
perencanaan pembangunan,
hal ini justru akan berpoten-
si menyebabkan disorientasi.
Seperti halnyva pembangunan
Bandara Kertajati yang masih
sepi penumpang. Mestinya
sebagai tahap awal, hal paling
utama adalah justru mem-
bangun konektivitas daerah
sekitar agar terhubung dengan
Kertajati.

llustrasi vang sama akan ter-
jadi pada pembangunan ibuko-

ta baru. Bahkan, risiko negatif-
nva justru lebih besar. Pertama,
penerima manfaat dari pemba-
ngunan tak optimal memberi-
kan nilai tambah perekonomian
daerah. Kedua, memicu terja-
dinya ekonomi biava tinggi.
Paszalnya, konsentrasi kegiatan
ekonomi tetap di Jawa, semen-
tara proses perizinan berpin-
dah ke Kalimantan. Ketiga,
berpotensi memperlebar defisit
neraca perdagangan. Percepatan
kebutuhan pembangunan infra-
struktur tentu akan memicu
kebutuhan impor sebagaimana
terjadi pada 2017—2019.




Judul Konstruksi ke Kertajati Mulai Awal Tanggal Kamis, 29 Agustus
2020 2019
Media Bisnis Indonesia (Halaman 7)
Operator jalan tol Cikopo-Palimanan, PT Lintas Marga Sedaya memperkirakan
Resume konstruksi jalan tol ekstensi ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajadi
bisa dimulai pada Januari 2020.

» TOL CIKOPO-PALIMANAN

Bisnis, CIREBON — Operator jalan tol
Cikopo—Palimanan, PT Lintas Marga Sedaya
(LMS) memperkirakan konstruksi jalan tol
ekstensi ke Bandara Internasional Jawa Barat
(BIB) di Kertajati Kabupaten Majalengka
bisa dimulai pada Januari 2020. Kompensasi
kepada perseroan atas pembangunan jalan
tol perpanjangan itu belum diputuskan.

Rivki Mawlans
rivkirmaulanadbisnis.com

Direktur Operasi LMS Agung
Prasetyo mengatakan bahwa
pelaksanaan konstruksi akan
bergantung pada progres pem-
bebasan lahan vang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat. Dia menvebut, konstruksi
jalan tol ekstensi dengan total
panjang G kilometer itu bisa
dimulai jika pembebasan lahan
rampung pada akhir 2019.

“Harapannva pembebasan
lahan oleh Pemprov Jabar itu
selesai di akhir tahun ini. Maka,
kita akan mulai membangun di
Januari 2020," jelasnya men-
jawab pertanyaaan Bisnis di
Cirebon, Rabu (28/8).

Agung menuturkan, per-
panjangan jalan tol BLIB
memupakan permintaah dari
Kementerian Pekerjaan Umum
& Perumahan Rakyat (PUPR).
Oleh karena itu, pembangunan
jalan tol ekstensi akan menjadi
penambahan ruang lingkup dari
jalan tol Cikopo—Palimanan.

Sebagaimana diketahui,
badan usaha jalan tol akan
mendapat kompensasi jika
terdapat penambahan ruang
lingkup, antara lain penam-

+ Konstruksi jalan tol
ekstensi dengan total
panjang & kilometer itu
bisa dimulal jika pem-
bebasan lahan ram-

pung pada akhir 2019.

bahan durasi konsesi dan
peningkatan tarif dasar per
kilometer. Agung menyebut,

stian bentuk 5351
baru akan diputuskan setelah
proyek perpanjangan jalan tol
ini rampung.

Sebelumnya, Wakil Direk-
tur Utama IMS, Firdaus Azis
menyatakan perseroan sudah
mendapat komitmen pendanaan
untuk pembangunan jalan tol
ekstensi ke BLJB. Biaya pemba-
ngunan jalan tol ekstensi ind
ditaksir kurang dari Rpl triliun.

Dalam catatan Bisnis, perpan-
jangan jalan tol ke BUB bakal
menambah akses ke bandara
dengan kapasitas 5 juta pe-
numpang per tahun tersebut.
Akses ulama menuju BLE dan
Bandung adalah jalan tol Ci-
leunyi—Sumedang—Dawuan.
Jalan tol sepanjang 61 kilometer
itu belum rampung.

Pembangunan akses dan ban-
dara vang tidak selaras telah
membuat BLIE sepi penumpang
selama 1 tahun beroperasi. Ke-
menterian Perhubungan akhir-
nyva mengalihkan penerbangan
domestik dengan pesawat jet
dari Bandara Husein Sastra-
negara Bandung ke BUB per
1 Juli 2019 lalu.

Di sisi lain, LMS juga sudah
mengajukan penaikan tarif tol
kepada Kementerian PUPR.
Agung mengatakan perseroan
terakhir kali menyesuaikan tarif
tol pada Oktober 2017. Saat itu,
kenaikan tarif mencapai 6,4 %.

“Penyesuaian tarif sesuai de-
ngan besaran inflasi,” ujarmya
Dia menuturkan, pihaknya
akan menunggu Keputusan
pemerintah terkait dengan
usulan kenaikan tarif. Jalan
tol Cipali bukan satu-satunya
ruas tol vang dimungkinkan
mengajukan penaikan tarif.
Bisnis mencatat, sedikitnya ada
14 ruas lain bisa mengajukan
penaikan tarif tahun ini.
Untuk diketahui, evalua-
si dan penyesuaian tarif tol
dilakukan setiap dua tahun
oleh Badan Pengatur Jalan Tol
[BPIT) berdasarkan tarif lama
vang disesuaikan dengan pe-
ngaruh inflasi. Hal ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah
No.115/2005 tentang Jalan Tol
Agung Prasetyo juga menga-
takan LMS menargetkan pema-
sangan fali baja atau wire rope
sepanjang 18 kilometer mmpung
pada September-Oktober 2019.
Tali ini berfungsi sehagai pemi-
sah pada median jalan sehingga
bisa men i kendaraan
melintas ke Lajur berlawanan.

Median pada jalan tol Ciko-
po—Palimanan, katanya, tergo-
long median terbuka dengan
lebar lima meter. Dia menam-
bahkan, pemasangan tali baja
akan menambah fitur kesela-
matan di ]a.Lm tol sep.lnp.n‘g
116,75 kilometer tersebu.

“Sebagai pembatas, ini akan
mengurang fatality. Selain itu,
kami juga terus mengimbau
pengendara untuk tidak mele-
bihi batas kecepatan,” jelasnya.

PINDAH TRASE

Sementara itu, PT Hutama
Karya (Persero) belum memas-
tikan adanva pemindahan trase
ruas tol Palembang-Tanjung
Api Api karena masih dalam
pembahasan bersama sejumlah
pihak terkait.

Pemindahan trase ini menjadi
opsi karena Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus me-
mutiskan untuk mengubah
area pada KEK Tanjung Api Api
ke kawasan vang lebih dekat
dengan rencana
Pelabuhan Tanjung Caral. Ke-

dua kawasan masih berada di
wilayah Kabupaten Banyuasin,
Sumatra Selatan. Dilansir dari
laman Dewan KEK, perubahan
area akan ditu dalam
revisi Peraturan Pemerintah
No. 51,/2014.

Direktur Utama PT Huta-
ma Karya Bintang Perbowo
mengatakan bahwa pihaknya
belum tahu pasti apakah trase
bakal dipindahkan, tetapi vang
pasti pembangunan jalan tol
Palembang-Tanjung Api Api
ini akan tetap digarap.

“Belum tahu trase ini apakah
dipindah atau tidak karena
masih dalam pembahasan de-
ngan Bappenas dan Menko,
kita belum tahu past. Semula
memang ada Tanjung Api Api
itu bagian dari ruas tol Jalan
Trans Sumatra tetapi mulai
kapan mau dibangunnya be-
lum ada kepastian dari kita
dengan PU.” ujarnya kepada
Bisnis, Senin (26/8)

Uniuk diketahui, proyek jalan
tol Palembang-Tanjung Api Api
merupakan salah satu provek

strategis nasional (PSN) dan
mias prioritas vang ditugas-
kan kepada Hutama Karya.
Penugasan tercantum dalam
Peraturan Presiden [Perpres)
Nomor 117/2015 tentang Peru-
bahan Atas Peraturan Presiden

Momor 100 Tahun 2014.

Bintang juga mengatakan
pihaknya telah menyiapkan
desain Jalan Tol Tanjung Api-
Api (TAA).

Bahkan, pekerjaan pembuat-
an desain ini telah dilakukan
perusahaan sejak 2017, Jalan
tol ini akan menjadi akses uta-
ma ke KEK Tanjung Api Api
vang digadang gadang menjadi
kawasan industri pengolahan
karet dan sawit.

Project Manager Hutama Kar-
va Hasan Turcahyo menyatakan
pihaknya sudah menyiapkan
desain jalan tol dan studi pen-
dukung pada ruas Palembang-
“Tanjung Api Api. Namun, tahap
konstruksi tidak serta merta
bisa dimulai karena Hutama
Karya masih menunggu kesi-
apan KEK. rizis putri i)



“Behind The Scene .
Judul Pemnindahan Ibukota” Tanggal Kamis, 29 Agustus 2019
Media Kompas (Halaman Jendela D)
Resume Meski Presiden Jokowi sudah menjelaskan alasan pemindahan ibukota negara,
tak banyak yang tahu alasan-alasan di balik layar kebijakan tersebut.

"BEHIND THE SCENE
PEMINDAHAN IBU KOTA

ROl R FATHORE

Meski Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan alasan
pemindahan ibu kota negara, tak banvak vang tahu
alasan-alasan di balik lavar kebijakan tersebut. Rencana
pemindahan ibu kota masih menvisakan tanva.

KHAERUDIN

[ misalnya, Pre-
siden Joko Widodo tak
permnah  mengumum-

kan kebijakan pemindahan ibu

kota dalam e Pemi-
lihan Presiden 2019 Kalaopun

Presiden selalu menelankan

kebijakan pembangunan di ma-

=3 pemerintahannya tak lagi

Jawa-sentris, tetapi  Indone-

sis-gentris, mengapa ia tak per-

nah mengunglapkan salah satn

Iampdshya adalah indah

ngemuka Misalnya, mengapa
jika kajian tentang pemindahan
ibu kota telah dilakukan sejak
tiga tahun terakhir, publik tak
pernah tahu detail alasam pe-
mindahan ibu kota negara ke
Kasbupaten Penajam Paser Uta-
ra dan Kutai Kartanegara, Ka-
limantan Timur.

giomal/Kepala Bappenas Bam-
bamg  Brodjonegora, Rabu
(28/%/2009) siang, berkunjung
ke Redaksi Harian Kompas di
sela rapat kerja dengan DPR di
Eompleks Parlemen, Senayan.
Bambang secara khusus men-
jowab pertanyaan di belakang
Layar pemindahan ibu kota.
Dia menjawab  Blok-blakaen
semua pertanyaan yang dilon-
tarkan wartawan dan peneliti
Lithang Kompeas.

M b p v —
tang apa saja yang berada di
belakang layar dalam kebijakan

indahan ibu kota RI dari

kan pusat pemerintahan.
Pertanyaan publik terus me-

Jakarta ke Kaltim, Menteri Pe-
rencanasn  Pembangunan Na-

i dijawab dengan
menampilkan penjelasan lewat
beberapa lembar presentasi Po-
wer Point. Sebagian isi pre-
sentasi Bambang tak bisa di-
kutip untuk menghindari me-

reka yang hendak mencari un-
tung dari kebijakan pernimndah-
an ibu kota ini.

"Yang pasti, kalaw Presiden
mengumumbkan, ya, tidak detail.
Presiden bukan menteri atau
konsultan yang penjelasannya
bersifat telmis. Belian menja-
wab pertarmyasn berdasarkan ti-
£a pertanysan yang paling se-
ring muncul” ujar Bambang
mengawali pembicaraan.

Kajian lengkap

Menurut Bambang, dari sisi
Bappenas, kajian soal pemin-
dahan ibu kota negara dari Ja-
karta ke Kaltim sebenarnya cu-
Jup lengkap, baik dari aspek
lingkungan hidup maupun so-
zial budaya. Dari sigi inghungan
hidup, menurut Bambang, ke-
tika pemerintah akhirnya me-
mutuskan ibu kota dipindah ke
Haltim, Presiden Jokowi tak
man di area konservasi.

"Diari aspek lingkungan hi-
dup, Taman Hutan Kaya (Ta-
hura) Bukit Soeharto itu hutan
konservasi. Hutannya sebagian
rugak. Presiden malah meminta
hutan konservasi direhabilitasi
duhy,” tutur Bambang.

Eetika akhimya diputuskan
ibu kota bam di wilayah Pe-
najam Paser Utara dan Eutai
Hartanegara, menurut Bam-
hang, dari aspek linghungan hi-
dup sudah memenuhi persya-

ratan. "Linglungan, va ku-
alitas wdara, air, sudah jelss
Daerah tersebut jauh dari lo-
kasi tambang atau bekas tam-
bang,” kata Barshang,

Pilihan merehabilitasi Ta-
hura Bukit Socharto karena
meskipun telah menjadi ka-
wasan konservasi, sebagian
area jusiru dirusak pertam-
bangan batubara flegal. Bam-
bang mengalu memasuldoan
kawasan Tahura Bukit Soe-
harto agar hisa direhabilitasi
senyampang ibu kota dipin-
dah di dekat area konservasi
tersebut. "Nanti di wilayah
Kutai Kartanegara yang men-
jadi ibu kota akan lebih ba-
nyak dipakai sebagai ruang
terbuka hijan” ujarnya.

. SeILain aspek ]jngam.prl.

Lantas, jika diskusi hingga
kajiannys sudah dilakukan ti-
ga tahun terakhir, mengapa
Pregiden Jokowi bahkan tak
pernah menyingmung pemin-
dahan ibu kota sama sekali
dalam kampanye pilpres lalu?
*Presiden tidak man (kebi-
jakan pemindahan ibu kota)
jadi permainan politik” ka-
tamya

Haail kajian tigs tahum ter-
akhir tentang pemindahan
ibu kota pun tak bisa sem-
barangan diakses demi men-
Jjaga agar tidak ada pihak-pi-
hak yang ingin mengeruk un-
tung di balik kebijakan ini,
termasuk spekulan.

Kota hutan

Saat ditanya, apakah ada
snha yang tahu lokasi

juga
pemerintsh telah menghkaji
aspek sosial budaya. Dari as-
pek sosial budaya inilah, salah
satu pertimbangan pemerin-
tah memutuskan ibu kota ba-
ru akan dibamgun di Kali-
mantan Timur.

Pertimbangan di balik layar
Kaltim sebagai ibu kota baru
adalah penerimaan warga se-
tempat terhadap pendatang.
Penduduk di Kaltim dinilai
lebih mudah menerima ke-
hadiran pendatang “HKami
melihat tingkat akseptabilitas
yang paling tingsi terhadap
pendatang, ya, Kaltim." ujar-
nya.

Kembali ke ibu kota

Dalam  mempertimbang-
kan aspek sosial budaya pe-
nentuan lokasi ibu kota baru
ini, pemerintah melibatkan
antropolog dan budayawan.
Dishusi kelompok terarah di-
lakukan berkali-kali. Pelibat-
an budayswan diskui Bam-
bang juga terkait dengan fak-
tor kesejarahan.

“Kami diminta jangan me-
nyebut pindah fbu kota, tetapi
kembali ke ibu kota karena
kerajsan pertama (di Indo-
negia) adalah Kutai Rupanya
mbah-niya kerajaan lama di
Indonesia yang kemudian ta-
rumn sarmpa Mataram. Intinya,
ini kerajsan pertama, pera-
dsban pertama (Indonesia),
makanya budayawan bilang-
nya kembali ke fbu kota™ tu-
tur Bambang,

baru ibu kota Rl karena se-

telah Presiden mengumum-

kannya, ada pengembang

properti yang mengiklankan

produk properti dekat lokasi

baru ibu kota di harian
5.

Bambang menjawab tegas
bahwa tak ada satu peng-
usaha pun yang tahu lokasi
baru ibu kota RI. “Kan, itu
(iklan properti di Kompas) di
Balikpapan. It sama saja ke-
tika MET baru selesai, di Le-
bak Bulus, ada iklan apar-
temen atau rumsah ind siap di
dekat MET. Iklanmya, kan, ha-
ra muncol setelal  pengu-
muman, ada momen ini ibu
kota har * ujar Bambang

Seperti apa ibu kota baru
nanti? Konseprya kota dalam
hutan. "Bukan hutan kota. Ja-
di, salah satunya bagaimana
menerjemahian ruamng terbu-
ka hijau dabam bentuk hutan,
pepohonan dalam kota Ba-
ngunannya pun harus green
design, baik dari sisi energi
maupun tanaman yang akan
dibiarkan  tumbuh,” wcap
Bambang.

Satu hal lagi, pemerintah
tidak mendorong rumah ta-
pak di ibu kota baru manti
Pemerintah  akan memba-
ngun apartemen atan fown
hovse yang bisa dipakai pe-
gawai negeri sipil yang pindah
ke ibu kota baro.

Jadi, sudsh siap pindah ke
ibu kots baru di dalam bu-
tan?



